
 
 

 

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR  13  TAHUN 2024 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2024 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19), dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  6516); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

SALINAN 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19), dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor  6516);  

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor  4421); 

 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
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Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 5340); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006              
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6173); 
 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019               

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6323); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang 

Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6385); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020             
Nomor 1781);  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 
2020 Nomor 5); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 

Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 12), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 2); 

 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 
2022 Nomor 7); 

 
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2    

Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Tahun 2024 Nomor 2); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN             
ANGGARAN 2023. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai 
Utara. 

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 

9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 
BAB II 

PERTANGGUNGJAWABAN APBD 
 

Pasal 2 

 
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tertuang 

dalam Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023. 
 

Pasal 3 

 
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2,  terdiri atas : 

 
1.  Pendapatan    

 a. Pendapatan Asli Daerah Rp 153.400.781.918,22 
 1) Pajak Daerah Rp 13.132.125.548,00  
 2) Retribusi Daerah Rp 5.177.315.250,00 

 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
yang dipisahkan 

Rp 10.774.141.834,00  

 4) Lain-lain PAD yang sah Rp 124.317.199.286,22  
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 b. Pendapatan Transfer Rp 1.253.688.531.237,00  
 1) Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pusat 

Rp 1.143.991.646.049,00 

 
 a) Dana Perimbangan Rp 971.356.976.764,00 

 1. Dana Bagi Hasil Rp 348.743.729.450,00  
 2. Dana Alokasi Umum Rp 463.519.388.557,00  
 3. Dana Alokasi Khusus - Fisik Rp 49.415.656.457,00  

 4. Dana Alokasi Khusus - Non 
Fisik 

Rp 109.678.202.300,00  

 b)  Pendapatan Transfer Pemerintah 

Pusat - Lainnya 

Rp 172.634.669.285,00 

 1. Dana Insentif Daerah Rp 12.297.367.000,00  

 2. Dana Desa Rp 160.337.302.285,00  

 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 109.696.885.188,00 
 Pendapatan Bagi Hasil Dari Provinsi Rp 109.696.885.188,00 

 c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 75.807.000,00 
 1) Pendapatan Hibah Rp 53.500.000,00  

 2) Pendapatan Lainnya – Dana BOS Rp 22.307.000,00 
 JUMLAH PENDAPATAN Rp 1.407.165.120.155,22 

2. Belanja   

 a. Belanja Operasi Rp 883.808.040.900,61 
 1) Belanja Pegawai Rp 466.554.341.280,00  
 2) Belanja Barang dan Jasa Rp 351.823.567.255,61  

 3) Belanja Bunga Rp 8.787.910.338,00  
 4) Belanja Hibah Rp 45.516.318.829,00  

 5) Belanja Bantuan Sosial Rp 11.125.903.198,00  
 b. Belanja Modal Rp 275.667.259.194,00 
 1) Belanja Modal Tanah Rp 89.750.000,00  

 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 75.288.010.489,00  
 3) Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan 
Rp 83.274.525.423,00  

 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 
Irigasi 

Rp 114.346.233.582,00  

 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
6) Belanja Modal Aset Lainnya 

Rp 
Rp 

2.650.358.000,00 
18.381.700,00  

 b. Belanja Tidak Terduga Rp 534.572.564,00  

 c. Belanja Transfer Rp 236.624.302.285,00 
 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah 

kepada Pemerintah Desa 

Rp 2.125.000.000,00  

 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah 
kepada Desa 

Rp 234.499.302.285,00  

 JUMLAH BELANJA Rp 1.396.634.174.943,61 
 Surplus Rp 10.530.945.211,61 
    
3. Pembiayaan   
 a. Penerimaan Pembiayaan Rp 352.972.757.939,34 

 1) Penggunaan SiLPA  Rp 320.442.330.243,34  
 2) Pinjaman Daerah dari Lembaga 

Keuangan Bukan Bank (LKBB) 

3) Penerimaan Kembali Pemberian 
Pinjaman Daerah 

 
 
 

 
Rp 

 
Rp 

 
32.524.866.198,00 

 
5.561.498,00 
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 b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 107.808.898.345,00  
 - Penyertaan Modal Daerah 

- Pembayaran Cicilan Pokok Utang 
jatuh Tempo 

Rp 

 
Rp 

18.749.944.474,00 

 
89.058.953.871,00  

 JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO Rp 245.163.859.594,34  
 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 

TAHUN BERKENAAN 
 

Rp 

 
255.694.804.805,95  

 
Pasal 4 

 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran I  Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 5 

 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 
Pasal 6 

 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  
tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 7 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 8 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 

 
Ditetapkan di Amuntai 
pada tanggal 29 Juli 2024 

 
Pj.BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
  CAP/TTD 

 

            ZAKLY ASSWAN 
Diundangkan di Amuntai 

pada tanggal 29 Juli 2024 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

          HULU SUNGAI UTARA, 
 
                    CAP/TTD 

 
               ADI LESMANA 

   
BERITA DAERAH KABUPATEN  HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2024 NOMOR 13. 


